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ABSTRAK 

 

Peranan Mahkamah Agung sebagai sebuah Lembaga Peradilan tertinggi di 

Indonesia yang dibentuk dengan tujuan membawahi peradilan lain yang berada di 

bawahnya untuk menegakkan keadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga 

memiliki wewenang mengurus administrasi dan juga inventarisasi Barang Milik 

Negara yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. 

Namun, nyatanya masih sangat banyak Barang Milik Negara yang tidak 

teradministrasi dengan baik dan benar sehingga, banyak aset negara yang rusak 

bahkan hilang. Dengan adanya temuan fakta di lapangan tersebut, penelitian ini 

mengkaji dan menelaah mengenai Analisis Hukum Model Tata Kelola Aset Barang 

Milik Negara Pada Mahkamah Agung Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Lembaga 

Negara Yang Modern Dan Good Governance 

Permasalahan 1) Bagaimanakah konsep penyelenggaraan kelembagaan negara 

yang baik dan terbebas dari KKN dalam tata kelola asset/barang milik negara, 2) 

Bagaimana implementasi tata kelola asset/barang milik negara dalam 

penyelenggaraan kelembagaan negara yang terbebas dari KKN pada lembaga 

negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, 3) Bagaimanakah konsep/model 

Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung untuk masa yang akan datang 

guna mewujudkan sistem peradilan yang modern dan asas tata kelola pemerintahan 

yang baik. Dalam menganalisa permasalahan penulis menggunakan teori negara 

hukum, teori pengawasan, teori kebijakan publik, teori legal system dan teori 

tanggungjawaban Hukum 

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris yang di dalamnya mengkaji 

bahan-bahan hukum secara Primer, Sekunder, dan Tersier. Penelitian ini 

menggunakan analis data deskriptif. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dalam segi pengadministrasian Barang 

Milik Negara masih banyak mengalami ketidaksesuaian sehingga menyebabkan 

tidak terurusnya Barang Milik Negara bahkan sampai dikatakan hilang. Oleh karena 

itu, Mahkamah Agung menciptakan sebuah aplikasi bernama SIPERMARI yang 

sekarang telah diperbaharui menjadi E-SADEWA dengan tujuan dapat menjadikan 

inventarisasi Barang Milik Negara dapat tercatat dan teradministrasi dengan baik 

untuk menghindari Barang Milik Negara hilang. Oleh karena itu, saran dari peneliti 

yaitu, adanya penguatan sistem dalam aplikasi supaya dapat digunaka oleh 

masyarakat yang membutuhkan dengan baik tanpa adanya gangguan pada sistem 

serta, sosialisasi yang baik pada peradilan lain di bawah naungan Mahkamah 

Agung. 

 
 

Kata Kunci: SIPERMARI, E-SADEWA, Barang Milik Negara, Aset Negara 
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ABSTRACT 
 

The role of the Supreme Court as the highest judicial institution in Indonesia was 

formed with the aim of overseeing other courts under it to uphold justice. In 

addition, the Supreme Court also has the authority to take care of the 

administration and inventory of State Property within the Supreme Court and the 

courts below. However, in fact there are still very many State Owned Goods that 

are not properly and properly administered so, many state assets are damaged and 

even lost. With the findings of fact in the field, this study examines and examines  

the Legal Analysis of the State Property Asset Governance Model at the Supreme Court to 

realize the implementation of modern state institutions and good governance. 

Problems 1) How is the concept of implementing state institutions that are good 

and free from KKN in the management of state assets/goods, 2) How is the 

implementation of governance of state assets/goods in the administration of state 

institutions that are free from KKN in state institutions, the Supreme Court of the 

Republic of Indonesia, 3) What is the concept/model of the Supreme Court 

Equipment Information System for the future in order to realize a modern justice 

system and the principles of good governance. In analyzing the problem, the author 

uses the rule of law theory, supervision theory, public policy theory, legal system 

theory and legal liability theory. 

This research is an Empirical Juridical Research in which it examines legal 

materials in Primary, Secondary, and Tertiary. This study uses descriptive data 

analysis. 

The results obtained from this study in terms of the administration of State Property, 

there are still many discrepancies that cause the State Property to be unmanaged, 

even to the point that it is said to be lost. Therefore, the Supreme Court created an 

application called SIPERMARI which has now been updated to E-SADEWA with 

the aim of being able to make the inventory of State Property able to be properly 

recorded and administered to avoid the loss of State Property. Therefore, the 

suggestion from the researcher is to strengthen the system in the application so that 

it can be used by people who need it properly without any disturbance to the system 

as well as good socialization in other courts under the auspices of the Supreme 

Court. 

 

 

Keywords: SIPERMARI, E-SADEWA, State Property, State Assets. 
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ANALISIS HUKUM MODEL TATA KELOLA ASET BARANG MILIK 

NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN 

PENYELENGGARAAN LEMBAGA NEGARA YANG MODERN DAN 

GOOD GOVERNANCE 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya fungsi 

pemerintahan sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah hukum yang sudah 

ditentukan dan menerapkan kaidah-kaidah yang baik (best practices) antara lain 

akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, 

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. 

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu 

prinsip penting untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu negara Indonesia adalah negara 

hukum. Terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga 

berdirinya negara hukum, yaitu: 

1. Supremasi hukum (supremacy of law); 

2. Persamaan dalam hukum (equality before the law); 

3. Asas legalitas (due process of law); 

4. Pembatasan kekuasaan; 

5. Organ-organ penunjang yang independen; 

6. Peradilan bebas dan tidak memihak; 

7. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court); 

8. Perlindungan hak asasi manusia; 

9. Peradilan Tata Usaha Negara; 
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10. Bersifat demokratis (Democratischenreshtsstaat); 

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare 

rechtsstaat); 

12. Transparansi dan kontrol sosial.1  

 

Pelayanan publik dan informasi publik merupakan hak konstitusional seluruh 

warga negara. Untuk hal tersebut, maka pelayanan publik dan keterbukaan 

informasi untuk publik merupakan kewajiban negara yang harus didistribusikan 

secara transparan dan utuh kepada warga negaranya (masyarakat). Dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan 

bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia. 

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka 

penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut 

makin dapat dipertanggungjawabkan. Inovasi pelayanan pengadilan tidak berhenti 

hanya pada proses akreditasi pengelolaan dan pelayanan pengadilan, tetapi terus 

berkembang dengan diadopsinya penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

dan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Seiring berjalannya APM dan PTSP 

dengan optimal di pengadilan, maka Mahkamah Agung berupaya kembali untuk 

menghasilkan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung kinerja pelayanan yang 

 
1  Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer 

Kelompok Gramedia, 2009), hal. 379. 
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efektif, efisien, informatif dan transparan. Aplikasi fundamental yang telah 

dikeluarkan adalah e-court dan e- litigasi untuk semakin memudahkan masyarakat 

dalam berproses di pengadilan sehingga tidak lagi terkendala jarak dan waktu 

karena bisa dilakukan kapan dan dimana saja.  

Inovasi yang terus dikembangkan oleh Mahkamah Agung juga tidak hanya di 

bidang teknis perkara tetapi juga di bidang kesekretariatan yang mendukung 

layanan peradilan. Pada tanggal 6 Juli 2019, Mahkamah Agung meluncurkan 

aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(SIPERMARI) dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan aset berupa Barang 

Milik Negara (BMN) agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum 

pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan peradilan. 

Tata kelola aset dan Barang Milik Negara berbasis aplikasi informasi 

teknologi di lingkungan Mahkamah Agung memang mutlak diperlukan, 

mengingat terdapat beberapa permasalahan klasik dalam penataan aset dan 

barang milik negara yaitu ketidakjelasan status hukum atau bersengketa, 

pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, tukar- 

menukar aset negara serta sumber daya manusia yang tidak memahami 

administrasi pengelolaan aset negara. Tidak hanya berkutat pada optimalisasi 

pemanfaatan namun permasalahan juga banyak terjadi dalam hal pengamanan 

Barang Milik Negara (BMN). 
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B. Rumusan Masalah  

Rumusan permasalahan yang Penulis bahas pada disertasi ini yakni; 

1. Bagaimanakah konsep penyelenggaraan kelembagaan negara yang baik dan 

terbebas dari KKN dalam tata kelola aset/barang milik negara? 

2. Bagaimana implementasi tata kelola aset/barang milik negara dalam 

penyelenggaraan kelembagaan negara yang terbebas dari KKN pada lembaga 

negara Mahkamah Agung Republik Indonesia? 

3. Bagaimanakah konsep atau model Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia untuk masa yang akan datang guna mewujudkan 

sistem peradilan yang modern dan asas tata kelola pemerintahan yang baik? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, 

maka Penulis merincikan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Menganalisis dan mencari jalan keluar perihal konsep penyelenggaraan 

kelembagaan negara yang baik dan terbebas dari KKN dalam tata kelola 

aset/barang milik negara; 

2. Menganalisis implementasi tata kelola aset/barang milik negara dalam 

penyelenggaraan kelembagaan negara yang terbebas dari KKN pada lembaga 

negara Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

3. Merumuskan konsep/model Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia untuk masa yang akan datang guna mewujudkan sistem 

peradilan yang modern dan asas tata kelola pemerintahan yang baik. 
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D. Kerangka Berpikir 
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E. Kerangka Teori  

 

1. Teori Negara Hukum 

Secara filisofis keberadaan negara hukum dapat ditelaah dari konsep Ubi 

cocietas, ibi ius dari Cicero yang mengatakan dimana ada masyarakat di situ ada 

hukum. Dengan demikian, hukum itu dimana pun akan tumbuh dan berkembang 

bersama masyarakatnya. 

Terdapat beberapa istilah asing yang dipersamakan pengertiannya dengan 

negara hukum, yaitu: rule of law, rechtsstaat, dan etat de droit. Perbedaan istilah 

dalam penyebutan negara hukum ini dilatarbelakangi oleh perkembangan 

teoritis-konseptual maupun dalam kerangka praktis-operasional. Konsep negara 

rule of law merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, 

meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. 

Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto, “Negara hukum 

merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional, khususnya 

tentang adanya hukum yang supreme, yang harus mengatur aturan main dan 

dihormati oleh rakyat maupun penguasa di dalam negara ini. Maka kajiannya 

kembali kepada substansi hukum. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis 

dan memuat substansi hak asasi manusia (HAM). Konsep negara hukum sudah 

lama menjadi dambaan dan pengharapan masyarakat. Sejak Plato menulis buku 

Nomoi, kemudian Emanuel Kant yang telah memaparkan prinsip-prinsip negara 

hukum secara formal, kemudian Julius Stahl yang mengajukan negara hukum 

yang substantif, dan Dicey yang mengetengahkan konsep negara rule of law.2 

 
2 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) (Bandung: Refika Aditama, 2011). 
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Tetapi dalam penafsirannya yang kontemporer, konsep negara hukum 

bahkan sudah mencakup persyaratan pertumbuhan ekonomi yang bagus, 

pemerataan pendapatan, dan sistem politik dan pemerintahan yang modern. 

Bahkan konsep rule of law semakin lama semakin luas ditafsirkan dan karenanya 

teorinya semakin complicated. Termasuk penafsiran rule of law dalam 

interkoneksi antara sektor hukum dengan sektor politik, moral, sejarah, bahasa, 

struktur sosial, kebudayaan, dan masalah-masalah internasional.3 Hakikat negara 

hukum berbeda pada tiap zaman dan bagi masing- masing bangsa.4 Akan tetapi, 

secara umum konsepsi negara hukum lahir sebagai bentuk reaksi atas kekuasaan 

negara yang sewenang-wenang (absolut).5 Hal ini dikarenakan rentannya 

penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan bila suatu pemerintahan tidak 

dikontrol dengan dikarenakan rentannya penyimpangan dan penyalahgunaan 

kekuasaan bila suatu pemerintahan tidak dikontrol dengan perangkat hukum 

yang tegas dan konkret.6 

 

2. Teori Sistem Hukum (Legal System)  

Merujuk The New Webstyer International Dictionary Tahun 1980, sistem 

atau systema mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling 

 
3 Ibid, hlm. 5-6. 
4  Hotma P Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik" (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 8. 
5  Widodo Ekatjahjana, Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam 

Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jember: Jember University Press, 

2015), hal. 62. 
6  Janpatar Simamora, ‘Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 4.No. 3 (2014), hal. 

548. 
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berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.  

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan 

ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang 

mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan 

lainnya. Struktur juga     berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh 

kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum   (legal structure) terdiri dari 

lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum 

yang ada. 

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum 

Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan 

hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem 

hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah 

aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. 

Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi 

aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman 

berpendapat: 

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean 

people’s attitudes toward law and legal system their belief …in other 

word, is the climinate of social thought and social force wicch 

determines how law is used, avoided, or abused”. 

Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-
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undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. 

3. Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan terdiri dari dua aspek, yaitu kebijakan  merupakan sebuah 

respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari 

pihak yang berkepentingan dan kebijakan merupakan sebuah praktik sosial.7 

Kebijakan dapat dimaknai lebih sebagai proses interaksi yang dilakukan negara 

dengan rakyat.8 Anderson mengklasifikasi kebijakan menjadi dua yakni 

kebijakan substantif,  yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan 

kebijakan prosedural, yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut 

diselenggarakan.9 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, membawa implikasi tertentu 

terhadap konsep kebijakan negara, yaitu: 

a. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujan dari 

pada perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. 

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. 

c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang tertentu. 

 
7  Desrinelti Desrinelti, ‘Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan’, Jurnal Riset Tindakan 

Indonesia, Vol. 6.No. 1 (2021), hal. 84. 
8  Agus Suryono, ‘Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat’, Transparansi: Jurnal Ilmiah 

Ilmu Administrasi, Vol. 6.No. 2 (2014), hal. 98. 
9 Arifin Tahir, Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 21. 
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d. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.10 

Kebijakan publik menurut Mustopadidjaya merupakan “suatu keputusan 

yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan 

kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka 

penyelenggaraaan tugas pemerintah negara dan pembangunan.”11 

Akan tetapi, secara umum Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa 

kebijakan publik mencakup beberapa hal di antaranya: 

a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-

pernyataan yang ingin dicapai. 

b. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan keputusan pemerintah yang 

telah dipilih. 

c. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. 

d. Program yaitu seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan 

sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. 

e. Luaran yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk 

dari kegiatan tertentu.12 

Salah satu bentuk transparansi dalam kebijakan publik yang tengah 

dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah adanya aplikasi Sistem Informasi 

Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI). Aplikasi 

ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi publik dan stakeholder 

berkaitan dengan data aset yang digunakan oleh satuan kerja  di lingkungan 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.13 Publik dapat 

mengetahui secara pasti mengenai aset yang digunakan oleh Mahkamah Agung 

dan badan peradilan di bawahnya melalui kebijakan peluncuran aplikasi 

 
10  Ibid., hlm. 7-8. 
11  Ibid., hlm. 8. 
12  A Syamsu Alam, ‘Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah 

Kajian Implementatif’, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1.No. 3 (2018), hal. 84. 
13  Pepy Nofriandi, Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (SIPERMARI) (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). 
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SIPERMARI. Dengan demikian unsur transparansi menjadi salah satu hal 

penting yang dipertimbangkan dalam peluncuran aplikasi SIPERMARI. 

 

4. Teori Pengawasan 

Pengawasan (controlling) merupakan salah satu faktor penting untuk 

menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Pada dasarnya 

pengawasan dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan dilakukan 

sesuai ketentuan yang ada.14 Adanya pengawasan yang berlangsung secara baik 

akan menutup celah-celah untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan. 

Pengawasan oleh atasan terhadap bawahan, hal ini sudah pasti  bisa berjalan 

efektif, akan tetapi pengawasan dari bawah ke atas, biasanya tidak lancar karena 

bawahan umumnya takut pada atasan (pengaruh budaya feodal). Pembentukan 

komisi pengawas terhadap penegak hukum, tepatnya terhadap empat pilar 

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) merupakan salah satu cara 

untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. 

Menurut Dale: 

Pengawasan adalah salah satu unsur dalam penegakan hukum karena 

selain mengawasi juga memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai 

tujuan.15 

 
14  Fenty U Puluhulawa, ‘Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan 

Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara’, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11.No. 2 (2011), 

hal. 308. 
15  Tamaulina Br Sembiring, ‘Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin 

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat’, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, 

Vo. 2 (2019), hal. 1631. 
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Menurut Prayudi: 

“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang 

dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.16 

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan. 

Tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

dan kegagalan yang terjadi dari sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 

Upaya pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan top down dan 

pengawasan bottom up.17 Pengawasan atasan langsung sebagai suatu yang 

utama dan sebagai pengawasan struktural dan fungsional. Pengawasan 

masyarakat merupakan pengawasan kultural, baik masyarakat pengguna jasa 

maupun yang tidak terlibat langsung. Lebih lanjut, Moh. Hasyim menjelaskan 

mengenai macam-macam pengawasan yang meliputi: 

a. Pengawasan melekat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengadilan yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahannya 

berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan secara fungsional intern pemerintah maupun ekstern pemerintah 

yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 

 
16  Prayudi, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 180. 
17  Sabri Samin, ‘Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum’, Al Daulah: Jurnal Hukum 

Pidana Dan Ketatanegaraan, Vol. 3.No. 1 (2014), hal. 20. 
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pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

5. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek 

berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang 

bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk 

melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan 

(negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari 

kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena 

mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang 

membahayakan.” 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian dalam disertasi ini menerapkan pendekatan penelitian, yakni 

pendekatan yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis 

hukum yang dilihat sebagai perilaku yang berpola dalam kehidupan masyarakat 

yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.18 Lebih 

lanjut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji berpendapat bahwa penelitian hukum 

 
18  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 43. 
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empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data 

primer.19 Obyek kajian penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud 

Marzuki, yaitu: 

b. Efektivitas aturan hukum  

c. Kepatuhan terhadap aturan hukum 

d. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum; 

e. Implementasi aturan hukum; 

f. Pengaruh aturan hukum terhadap permasalahan sosial tertentu atau 

sebaliknya; dan. 

g. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.20 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam disertasi ini penulis melakukan penelitian Yuridis Empiris yaitu, 

sebuah penelitian yang menggunakan undang-undang yang di dalamnya 

mencakup norma hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli, yang 

mempunyai maksud dan tujuan mendapatkan sebuah hasil dan juga pembahasan 

yang objektif sehingga dapat memiliki manfaat serta kegunaan dalam 

peningkatan kualitas hukum. 

Penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan dengan 

(conceptual approach) akan diarahkan dengan menggunakan literatur undang-

undang (statute approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan ini 

digunakan untuk memperbanyak serta memperkaya pertimbangan hukum yang 

 
19  Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hal. 70. 
20  Ibid., hlm. 70-71. 
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sedang dihadapi. Penelitian yang menggunakan statute approach ini akan 

meneliti aturan hukum mengenai Barang Milik Negara yang tidak 

teradministrasi dengan baik yang mengakibatkan hilangnya BMN tersebut 

sehingga dibuatlah sebuah aplikasi yang menunjang pengelolaan dan 

penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada di bawahnya.21 

 

3. Sumber Data Penelitian 

Dalam disertasi ini peneliti akan menggunakan jenis dan bahan hukum 

yang telah terbagi menjadi bahan hukum primer, hukum sekunder, serta bahan 

tersier yang diantaranya adalah sebagai berikut:  

1) Bahan Primer  

Bahan hukum primer adalah, sebuah data yang didapatkan atau berasal 

dari bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan 

mengikat.22 

2) Bahan Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah, bahan hukum yang melengkapi data dari 

bahan hukum primer yang meliputi, rancangan undang-undang dan juga 

termasuk naskah akademik serta bahan sekunder lainnya yang memiliki 

keterkaitan mengenai Barang Milik Negara diantaranya adalah; 

a. Buku-buku; 

 
21    Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia  

      Publishing, 2013). 
22  Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 70. 
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b. Jurnal; 

c. Disertasi; 

d. Doktrin-doktrin; 

e. Naskah akademik seperti disertasi.23 

3) Bahan Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, 

ensiklopedia, artikel majalah, koran, data print out internet.24 yang relevan 

dengan penelitian ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Bahan hukum yang terbagi tiga di atas, yaitu bahan hukum primer, 

diperoleh dari pencarian kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang Barang Milik Negara secara 

menyeluruh, dan juga wawancara dengan konsumen secara langsung dan 

instansi terkait seperti, Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Agama 

Bogor. 

Lain halnya dengan bahan hukum sekunder didapatkan dari penelusuran 

dalam sumber yang berhubungan dengan pokok penelitian diantaranya seperti, 

jurnal, artikel, literatur yang berasal dari Perpustakaan Universitas Borobudur. 

Teknik yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan 

 
23  Robie Hakim, ‘Meruy Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum’, Law Review 

Universitas Pelita Harapan, Vol. V.No. 3 (2006), hal. 93. 
24  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 

hal. 236. 
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cara mengutip baik secara langsung ataupun tidak langsung, gagasan, ide, 

pemikiran penulis dalam sumber aslinya yang berhubungan dengan pokok 

penelitian ini. 

 

5. Analisis Data 

Data atau bahan hukum serta data non hukum dalam penelitian ini akan 

dirinci dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang sifatnya 

gramatikal dengan bahan hukum yang diperoleh dengan cara menafsirkan 

dengan merincikan menurut bahasa, serta kalimat yang disusun ataupun bunyi 

kalimatnya, dan juga data empiris hasil wawancara dengan satuan kerja dan 

dengan instansi terkait. 

 

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

1. Konsep Penyelenggaraan Lembaga yang Baik dan Terbebas dari KKN dalam 

Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara. 

Konsep penyelenggaraan lembaga yang baik dan terbebas dari KKN dapat 

dipahami dengan mengacu pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau 

yang lebih dikenal dengan good governance. Dari berbagai pendapat yang 

mencoba menjelaskan tentang bagaimana konsep good governance dapat 

dipahami bahwa prinsip yang melandasi tata kelola pemerintahan yang baik 

sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar 

lainnya, namun sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama 

yang melandasi good governance ialah akuntabilitas, transparansi, dan 
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partisipasi. Ketiga prinsip good governance ini tidaklah dapat berjalan sendiri-

sendiri. Ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Masing-

masing prinsip juga merupakan instrumen yang diperlukan untuk mencapai 

prinsip yang lainnya dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk 

mencapai manajemen publik yang baik.  

Namun demikian, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. 

Prinsip ini menuntut dua hal, yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability), 

dan (2) konsekuensi (consequences). Kemampuan menjawab (istilah yang 

bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para 

aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang    

berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, 

kemana sumber daya telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan 

menggunakan sumber daya tersebut.25 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan 

dengan kewajiban dari institusi atau lembaga pemerintahan maupun para aparat 

yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi 

yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. 

Pengelolaan BMN harus ditangani dengan baik agar BMN tersebut dapat 

menjadi sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional lembaga 

pemerintah untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Namun jika 

tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya 

karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan 

 
25  Miriam Budiardjo, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat (Bandung: Mizan, 1998), hal. 107-120. 
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juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. 

Selain itu, BMN pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan 

keuangan lembaga pemerintah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan 

efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan yang akan 

merugikan negara, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dalam unsur pemerintahan tidak dapat terlaksana. Untuk 

menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan BMN harus dilaksanakan 

dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran BMN hingga 

penghapusan/pemusnahan BMN itu sendiri. 

Beberapa faktor-faktor kunci agar tata kelola BMN dapat terlaksana 

dengan baik dan terbebas dari praktik-praktik KKN adalah sebagai berikut: 

a. Taat terhadap prinsip dan asas dalam pengelolaan BMN 

 Pengelolaan BMN harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip 

3 (tiga) prinsip utama dalam pengelolaan BMN yang meliputi: (1) adanya 

perencanaan yang tepat; (2) pelaksanaan pengelolaannya harus dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

(3) pengawasan yang ketat dan berjenjang serta menaati asas-asas dasar 

dalam pengelolaan BMN. 

b. Berorientasi pada sasaran-sasaran strategis pengelolaan BMN 

 Pengelolaan BMN harus dilakukan dengan mengacu kepada 

sasaran-sasaran strategis pengelolaan BMN, yaitu: (1) terwujudnya 

ketertiban administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN dalam 

seluruh siklus logistik pengelolaan BMN (perencanaan hingga 
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penghapusan); (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan dan 

pemanfaatan BMN dalam menunjang kegiatan lembaga (3) terlaksananya 

pengamanan dan pemeliharaan BMN (4) tersedianya data dan informasi 

yang akurat (valid) mengenai BMN sehingga pencatatan dan pelaporan 

BMN harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

c. Dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas 

Pengelolaan BMN harus dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang 

memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi sehingga tidak mudah 

tergoda untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan 

kewenangan yang mengarah pada praktik-praktik KKN. 

 

2. Implementasi Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara dalam Penyelenggaraan 

Kelembagaan Negara yang Terbebas dari KKN pada Lembaga Negara 

Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Secara keseluruhan, kebijakan internal pengelolaan BMN di Mahkamah 

Agung masih perlu disusun secara komprehensif mengingat aspek pengelolaan 

BMN yang sangat luas, mulai dari perencanaan hingga penghapusan BMN. 

Terlepas dari kebijakan terbaru Mahkamah Agung yang menggunakan 

penerapan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara 

melalui SIPERMARI/e-SADEWA, urgensi penyusunan pedoman internal 

pengelolaan BMN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di 

bawahnya ini perlu segera ditindaklanjuti agar sistem pengelolaan BMN yang 

dibangun lebih komprehensif dan memudahkan para pengelola BMN di 
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Mahkamah Agung untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

SIPERMARI merupakan sistem informasi berbasis jaringan (web) yang 

digunakan untuk membantu kegiatan pengelolaan dan penatausahaan Barang 

Milik Negara (BMN) secara modern dan akuntabel. SIPERMARI dapat 

dijalankan dengan bantuan dari Ditjen Kekayaan Negara dan Pusintek 

Kementerian Keuangan dengan melakukan sinkronisasi data dari aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dengan konsep Single Data Entry 

atau hanya menginput satu kali saja, yaitu pada aplikasi SIMAK-BMN, yang 

terintegrasi ke dalam aplikasi SIMAN setelah melalui proses rekonsiliasi. 

Perubahan terhadap fungsi SIPERMARI yang besar membuat pimpinan 

mengabil keputusan untuk mengubah nama SIPERMARI menjadi e-SADEWA. 

e-SADEWA kepanjangan dari Electronic State Asset Development and 

Enhancement Work Application, yang memiliki arti bahwa aplikasi ini 

merupakan aplikasi kerja elektronik untuk mengembangkan dan 

memberdayakan Barang Milik Negara. 

Aplikasi SIPERMARI saat ini telah bertransformasi menjadi aplikasi           

e-SADEWA. Transformasi aplikasi SIPERMARI menjadi aplikasi e-SADEWA 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 

246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan Electronic State Asset 

Development and Enhancement Work Application tanggal 7 Desember 2021 dan 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 

1295A/SEK/SK/XII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Electronic 
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State Asset Development and Enhancement Work Application (e-SADEWA). 

 

3. Konsep/model Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia untuk Masa yang akan Datang Guna Mewujudkan Sistem Peradilan 

yang Modern dan Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 

e-SADEWA sebagai suatu sistem informasi atau penerapan teknologi 

informasi dalam hal pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara 

memiliki peran penting dalam keberlangsung proses pengelolaan BMN di 

Mahkamah Agung. Pemanfaatan aplikasi e-SADEWA dapat melakukan 

penelaahan data perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara pada seluruh 

kategori BMN dengan bersumber pada usulan satuan kerja yang divalidasi oleh 

tingkat wilayah, Mahkamah Agung, aparat pengawas internal sesuai dengan 

standar barang dan standar kebutuhan sehingga didapat data perencanaan BMN 

yang akurat. 

Proses penelaahan standar barang dengan mengacu pada pedoman yang 

telah dibuat dan ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku regulator dalam hal 

pengadaan BMN dilakukan untuk memastikan jaminan mutu dan kualitas dari 

Barang Milik Negara yang diperoleh. Selain itu, standar kebutuhan yang tidak 

kalah penting juga harus mempertimbangkan faktor- faktor antara lain : 

4. Jumlah pegawai 

Pemenuhan BMN berbasis jumlah pegawai dan pelayanan mutlak dilakukan 

agar barang-barang yang direncanakan dapat dilakukan pemanfaatan secara 

efektif, data mengenai jumlah pegawai dan jumlah pelayanan menjadi tolak 
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ukur utama untuk menentukan jumlah kebutuhan. 

5. Existing BMN 

Kegiatan operasional satuan kerja berjalan dan ditunjang oleh Barang Milik 

Negara sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, barang barang 

tersebut dicatatkan dan dibukukan serta dilaporkan kepada pemerintah 

melalui Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, analisa 

perbandingan kebutuhan juga erat kaitannya dengan jumlah existing barang 

yang sudah digunakan untuk kegiatan operasional. 

6. Kondisi BMN 

Barang yang merupakan aset memiliki amortisasi dan atau penyusutan yang 

mengakibatkan penurunan fungsi serta nilai dari barang yang dimaksud 

sehingga mempengaruhi nilai dan fungsi dalam penggunaan BMN. 

 

H. Penutup  

1. Kesimpulan  

1) Pelaksanaan Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Upaya Mewujudkan 

Penyelenggaraan Lembaga Negara yang Modern dan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Mahkamah Agung telah 

menjalankan tata kelola aset negara berupa Barang Milik Negara berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-gundangan yang berlaku. Tata Kelola Barang 

Milik Negara telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 
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Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah dan sejumlah petunjuk teknis lainnya yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Sejumlah kebijakan internal yang mengatur tentang tata kelola aset/Barang 

Milik Negara di Mahkamah Agung telah dikeluarkan untuk menjaga dan 

mengolah aset negara bagi kepentingan masyarakat, khususnya para pencari 

keadilan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk tata kelola Barang Milik 

Negara adalah Surat Edaran Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Namun demikian, kebijakan internal pengelolaan BMN di Mahkamah 

Agung masih perlu disusun secara komprehensif mengingat aspek pengelolaan 

BMN yang sangat luas, mulai dari perencanaan hingga penghapusan BMN. 

Terlepas dari kebijakan terbaru Mahkamah Agung yang menggunakan 

penerapan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara 

melalui SIPERMARI/e-SADEWA, urgensi penyusunan pedoman internal 

pengelolaan BMN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di 

bawahnya ini perlu segera ditindaklanjuti agar sistem pengelolaan BMN yang 

dibangun lebih komprehensif dan memudahkan para pengelola BMN di 

Mahkamah Agung untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan internal ini 
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juga akan berfungsi sebagai alat kontrol bagi para pelaku pengelola Barang Milik 

Negara untuk meminimalkan praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan 

dalam pengelolaan Barang Milik Negara. 

 

2) Praktik Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung. 

Pengelolaan Barang Milik Negara dengan memanfaatkan Teknologi 

Informasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 

telah menunjukkan adanya tata kelola yang telah menerapkan prinsip-prinsip 

modernisasi dan keterbukaan informasi yang mendukung penerapan prinsip-

prinsip good governance yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi pengelolaan Barang Milik Negara sekaligus mencegah terjadinya 

praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang menjurus pada 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Pada pelaksanaannya, SIPERMARI/e-SADEWA telah menerapkan Good 

IT Governance (GIG) atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) yang memiliki standar baku berbasis internasional 

sehingga dalam pelaksanaan implementasinya telah mempunyai tahapan yang 

jelas yang didasarkan kepada analisis kesenjangan serta skala prioritas dan juga 

tujuan operasional TIK secara strategis yang akan dicapai. 

Namun demikian, pada tataran empiris adanya aplikasi SIPERMARI atau 

yang kini digantikan oleh e-SADEWA masih perlu terus ditingkatkan fungsinya 

untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai wilayah di 

Indonesia terkait pengelolaan BMN. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi 
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antar lini di Mahkamah Agung maupun kerjasama dengan instansi terkait 

seperti, Kementerian PUPR, Badan Pertanahan Nasional, dan lain-lain untuk 

menciptakan sinergi dalam pengelolaan BMN yang lebih baik. 

 

3) Gagasan Pembaharuan Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara di 

Lingkungan Mahkamah Agung 

Dengan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan aset di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, gagasan 

pembaharuan hukum harus dilakukan untuk membuat aplikasi SIPERMARI 

yang kini berubah menjadi e-SADEWA menjadi aplikasi yang dapat membantu 

tata kelola aset negara berupa BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di bawahnya. 

Namun demikian, perlu dicatat bahwa apa yang dilakukan Mahkamah 

Agung dengan mengedepankan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

pengelolaan aset negara merupakan sebuah kebaharuan yang perlu dicontoh oleh 

Kementerian/Lembaga lainnya sehingga menjadi suatu contoh penerapan tata 

kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh Penulis sebagai upaya 

mengatasi permasalahan tata kelola aset dan barang  milik negara pada 

mahkamah agung untuk mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang 

modern dan good governance adalah sebagai berikut; 

1. Bagi Pemerintah, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung serta jajaran 
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peradilan di bawahnya yakni perlu adanya peningkatan efektifitas tata 

kelola BMN agar seluruh aspek pengelolaan BMN, mulai dari 

perencanaan hingga penghapusan BMN bisa dilaksanakan sepenuhnya 

berbasis digital. Penyusunan aturan pedoman internal pengelolaan BMN 

juga harus segera disusun untuk memaksimalkan sistem yang telah 

dibangun. Selain itu, fungsi Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian) oleh otoritas Mahkamah Agung yang melaksanakan 

pengelolaan BMN bersama APIP internal (Badan Pengawasan) perlu lebih 

ditingkatkan agar ketaatan terhadap aturan pengelolaan BMN bisa 

dijalankan dan menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang 

dalam pengelolaan BMN yang berujung pada praktik KKN. 

2. Bagi Kementerian/Lembaga pemerintahan lainnya, apa yang telah 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan penggunaan SIPERMARI/e-

SADEWA merupakan satu hal yang patut dicontoh dalam pengelolaan 

BMN. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum berupa Peraturan 

Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk membuat terobosan dalam 

pengelolaan BMN yang berbasis teknologi informasi. 
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